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Prakata

B
uku ini membahas mengenai Strategi Resistensi Perem-

puan Selaru terhadap praktek budaya hukum dalam 

masyarakatnya. Buku ini berangkat dari asumsi bahwa 

seorang perempuan dalam hal ini perempuan Selaru, sama 

seperti manusia lainnya sebagai subjek belum tentu menerima 

posisi mereka dalam konstruksi masyarakatnya yang patriakhi. 

Apalagi perempuan Selaru sebagaimana dideskripsikan dalam 

buku ini, memiliki keunikan tersendiri yang berhubungan secara 

langsung dengan struktur sosialnya. Walaupun masyarakatnya 

adalah masyarakat yang patriakhi sesungguhnya di Selaru ada 

semacam dinamika perempuan yang paradoks. Perempuan 

Selaru  sebagai kaum yang memiliki posisi lemah dalam struk-

tur masyarakat, tetapi sekaligus menempati posisi yang sangat 

dihormati dan dihargai. Banyaknya aturan-aturan dalam hukum 

adat sebagaimana keputusan Latupati baik tahun 1992 maupun 

tahun 2005 yang mengatur tentang bagaimana seorang pe-

rempuan seharusnya diperlakukan atau dihargai pada satu sisi 

mengindikasikan proteksi terhadap martabat seorang perempu-
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an. Terdapat aturan-aturan mengenai denda  harus dibayar jika 

seorang perempuan dilecehkan oleh seorang lelaki, termasuk 

ketika diceraikan. Tetapi di sisi lain, besarnya beban kerja dan 

lemahnya posisi perempuan terkait akses untuk mengontrol 

ekonomi dan pengambilan keputusan dalam keluarga, termasuk 

nasib perkawinannya memperlihatkan posisi lemah seorang 

perempuan Selaru dalam masyarakatnya.

 Dengan mengikuti kasus-kasus kawin-cerai, terutama me-

lalui peradilan adat oleh hakim desa (pemerintah desa) serta 

aktivitas dalam kelompok perempuan, tulisan ini menunjukkan 

bahwa perempuan-perempuan Selaru sesungguhnya mengem-

bangkan beragam bentuk resistensi, dan memperhitungkan 

dengan matang pilihan bentuk resistensi yang paling mungkin 

dan menguntungkan bagi mereka. 

Buku ini ditulis dengan memanfaatkan data penelitian yang 

dilakukan penulis di tahun 2004 di masa berlakunya Keputusan 

Persatuan Pamong Desa Indonesia/Latupati Cabang Tanimbar 

Selatan Nomor: 01/KPTS/PPDI/TANSEL/1992 tentang Penye-

suaian Tata Susunan Adat-Istiadat serta proses Peradilannya 

dalam Wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan dan tahun  2019 

setelah aturan itu direvisi melalui keputusan Latupati Kecamat-

an Selaru Nomor : 189/01/IV/LKS/2005 tentang Peraturan adat 

istiadat dalam Perkawinan, Perceraian dan Lain-lain dengan 

Sanksi Hukum ada. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif, secara khusus etnogra�.  Pendekatan teori 
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untuk membaca data penelitian terutama memanfaatkan teori 

kekuasaan Michel Foucault, dimana kekuasaan lihat sebagai 

sesuatu yang tersebar dan nyata dalam praktik kekuasaan di 

dalam masyarakat. Selain itu studi ini juga memanfaatkan teori 

resistensi yang dikembangkan oleh James C. Scott dan Abu-

Lughot, yang fokus pada pelawanan yang tersamar, sebagai 

bentuk perimbangan kekuasaan. Asumsinya adalah tidak ada 

subjek yang sepenuhnya dapat dikuasai dan dikendalikan atau 

ditindas oleh pihak lain, sekapun subjek tersebut verada dalam 

posisi sebagai sub-altern. Sebaliknya resistensi model ini fokus 

kepada perlawanan yang tersembunyi sebagai bentuk perim-

bangan kekuasaan. Sehingga yang menjadi fokus dalam studi ini 

adalah strategi dan teknik kekuasaan atau dalam hal ini resistensi 

yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di pulau Selaru. 

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pe-

rempuan Selaru sebagian besar melakukan resistensi dengan 

mengambil bentuk yang agak tersamar atau ”halus”, baik dalam 

wilayah domistik, membiarkan terjadinya perceraian, mengem-

bangkan gosip, lelucon dan isu mengenai kelemahan suami, 

tidak melakukan klari�kasi terhadap tuduhan, bersikap patuh 

dan melayani mertua, dll. Temuan ini sangat membantu untuk 

mengkritik reduksi dalam teori kekuasaan yang cenderung me-

lihat hubungan kekuasaan yang ada dalam masyarakat sebagai 

relasi yang asimetris mutlak antara pihak yang memiliki akses 

untuk melakukan kontrol (prinsipal) dengan pihak yang tertindas 

atau berada pada posisi subordinat (subaltern). 
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Resistensi semi-terbuka juga sudah mulai dilakukan oleh 

perempuan Selaru. Walaupun sampai penelitian yang kedua 

dilaksanakan di tahun 2019 penulis baru menemui satu kasus, 

dimana perempuan menggugat cerai suaminya dengan alasan 

kekerasan dalam rumah tangga dan pemaksaan hubungan 

seksual. Dimenangkannya perempuan tersebut dalam sidang 

adat memperlihatkan bahwa pemahaman mengenai kesetaraan 

perempuan mulai membaik dalam masyarakat Selaru dewasa ini. 

Buku ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dan 

dukungan dari banyak pihak. Saya mengucapkan banyak terima 

kasih perempuan-perempuan tangguh yang bersedia berbagi 

kisah pilu dan keberaniannya untuk bangkit dengan saya, yang 

karena alasan etis tidak dapat saya sebutkan nama-namanya. 

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pemerintah 

desa di pulau selaru, tua-tua adat, pendeta jemaat, kepala soa 

dan semua orang yang membantu saya untuk memperoleh 

data. Terima kasih kepada pimpinan IAKN Ambon dan Lemba-

ga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAKN Ambon yang 

memungkinkan saya melakukan penelitian ini melalui alokasi 

dana penelitian dan juga membiayai penerbitan buku ini. Secara 

khusus saya sangat berterima kasih yang tak terbatas bagi suami 

tercinta saya, Pdt. Sacharias I. Sapulette yang mulai memperke-

nalkan saya dengan perjuangan perempuan-perempuan ini dan 

mendampingi mereka melalui wadah pelayanan perempuan. 

Seorang suami yang setia mendampingi saya di Selaru dalam 

penelitian, baik di tahun 2004 ketika masih bertugas di Selaru, 
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maupun di tahun 2019 ketika sudah 12 tahun meninggalkan 

Selaru.  Saya menyadari sepenuhnya buku ini masih jauh dari 

sempurna, karenanya baik kritikan maupun masukan sangat 

dibutuhkan untuk mengkonstruksi pengetahuan yang lebih baik 

di masa depan.

Penulis
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Pendahuluan
1

1.1. Latar Belakang

Isu yang sangat penting dalam melakukan kajian mengenai 

perempuan, sesungguhnya adalah meneliti keberadaan pe-

rempuan berhubungan dengan konstruksi masyarakatnya dan 

bagaimana perempuan menghadapinya. Hal ini didasarkan pada 

pemahaman bahwa permasalahan perempuan pada dasarnya 

tidak dapat dilepas-pisahkan dari konstruksi masyarakatnya. 

Walaupun demikian belum banyak studi yang mengkaji bagai-

mana perempuan menghadapinya. (Abdullah, 2001) mengatakan 

bahwa representasi perempuan dalam studi-studi selama ini ter-

konsentrasi dalam 3 (tiga) kecenderungan. Pertama,  perempuan 

cenderung dilihat sebagai “kapital” dalam proses transformasi 

sosial ekonomi, sehingga studi diarahkan pada upaya mendo-

rong partisipasi perempuan, yang didominasi oleh tema status 

dan peran perempuan dalam berbagai bidang. Kedua, gugatan 

tentang “absensi perempuan” dalam berbagai bidang. Kenyata-
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an ini banyak dinilai sebagai persoalan hubungan laki-laki dan 

perempuan semata. Sehingga studi dan gugatan diarahkan pada 

kebijakan prosentase atau kuota perempuan dalam berbagai 

bidang. Ketiga, kaum perempuan cenderung dilihat sebagai 

“korban” dari berbagai proses yang terjadi dalam masyarakat. 

Sehingga perlindungan terhadap perempuan menjadi perjuang-

an serius para pemerhati perempuan.

Padahal gender itu sendiri adalah suatu sifat yang melekat 

pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara 

sosial, maupun kultural (Fakih, 2008). Konsep pikir seperti ini 

menginspirasikan saya untuk melakukan penelitian dan menulis 

mengenai bagaimana perempuan pulau Selaru-Tanimbar Selatan 

di Maluku-Indonesia,  yang hidup dalam masyarakatnya dengan 

budaya patriaki yang masih kuat, dapat bertahan dan menjalani 

kehidupannya di tengah konstruksi masyarakatnya.  

Dalam konstruksi sosial masyarakat Selaru,  ada semacam 

dinamika yang paradoksal  terhadap kaum perempuan. Di satu 

sisi perempuan sangat dihormati dan dihargai, tetapi di sisi 

lain perempuan menempati posisi sebagai kaum yang memi-

liki posisi lemah dalam struktur masyarakat Selaru. Banyaknya 

aturan-aturan dalam hukum adat yang mengatur tentang ba-

gaimana seorang perempuan seharusnya diperlakukan atau 

dihargai pada satu sisi mengindikasikan proteksi terhadap mar-

tabat seorang perempuan (misalnya: aturan tentang denda yang 

harus dibayar jika seorang perempuan dicaci atau di�tnah dan 

dilecehkan oleh seorang lelaki). Namun pada sisi lain, praktek 
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budaya hukum adat maupun pola relasi masyarakat setempat 

dalam perilaku kesehariannya   merepresentasikan posisi lemah 

seorang perempuan. Hal ini terlihat dalam  aturan-aturan yang 

“disepakati” mengenai pembagian kerja, perkawinan dan proses 

peradilan perceraian di hadapan hakim desa. 

Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang penulis 

lakukan di tahun  2005 dan 2019.  Pada tahun 2005 penulis hanya 

meneliti di desa Kandar, tetapi seiring terbukanya akses jalan 

lintas pulau Selaru, di tahun 2019 penulis memperluas penelitian 

di desa Namtabung, Lingat, Werain, Fursuy dan Eliasa. Tulisan ini 

focus pada strategi resistensi perempuan menghadapi praktik bu-

daya hukum masyarakat Selaru terutama dalam hal kawin-cerai. 

Fenomena kawin-cerai merupakan suatu fenomena yang 

sangat sering atau lazim terjadi dalam masyarakat Selaru.  Cu-

kup banyak keluarga yang ada sekarang memiliki riwayat kawin 

cerai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali bahkan ada yang lebih. Diceraikan 

oleh suami atau istri pertama, kemudian kawin dengan laki-laki 

atau perempuan yang juga telah diceraikan atau ditinggal mati 

suami, kemudian bercerai dan menikah lagi dengan pasangan 

yang lain merupakan hal yang cukup sering terjadi dalam ma-

syarakat Selaru.  

Pada peristiwa kawin-cerai inilah praktek hukum adat terli-

hat kurang memberi ruang pada pengakuan hak-hak perempuan 

jelas terlihat. Seluruh proses di seputar penerapan hukum adat 

ini, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dikuasai 

oleh orang laki-laki, mulai dari hakim, orang yang lebih banyak 
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berhak  untuk bicara atas nama perempuan (paman, ayah dan 

atau saudara laki-laki), maupun suami. Walaupun sebenarnya 

perkara yang sedang diselesaikan adalah termasuk nasib per-

nikahan sang perempuan, tetapi dalam proses peradilan sang 

perempuan sangat sering ditempatkan sebagai pemberi kete-

rangan, apalagi bila sang perempuan tidak memiliki posisi tawar 

yang kuat (berasal dari keluarga berpengaruh di desa baik secara 

sosial ekonomi atau politik). Keputusan mengenai dirinya lebih 

banyak ditentukan oleh orang laki-laki di sekitarnya dengan atau 

bahkan (ada kasus) tanpa persetujuannya. 

Hal ini cukup mudah dilakukan, oleh karena sampai tahun 

2005 sebagian besar proses perkawinan dilakukan secara adat 

dan bahkan masih ada juga yang sampai tahun 2019. Walaupun 

seiring seiiring dengan perubahan social budaya dan pemerin-

tahan dimana Selaru dijadikan sebagai salah satu kecamatan 

sendiri sehingga pernikahan sekarang sudah dicatat di catatan 

sipil. Salam praktiknya masih cukup berlaku jika terjadi perce-

raian atau perselingkuhan dapat diselesaikan dengan mudah 

secara adat (bayar denda). Tidak seharusnya membutuhkan 

persidangan di peradilan negeri dan pengurusan administrasi 

lainnya (kecuali bagi keluarga-keluarga tertentu yang menjalani 

sidang cerai di pengadilan negeri). Memang di dalam agama 

Kristen, pernikahan diberkati di gereja, tetapi sahnya pernikahan 

di lembaga adat atau di pengadilan negeri.  Sampai saat pene-

litian ini dilakukan masih terdapat pasangan-pasangan suami 

istri yang telah nikah adat selama ± 15 tahun sampai sekarang 
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belum diberkati di gereja, karena beberapa pendeta cenderung 

menginginkan sahnya pernikahan di pengadilan negeri. Se-

mentara dalam kondisi sebelum pemekaran Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat pada tahun berdasarkan UU Nomor 4 tahun 1999 

dan resmi berlaku tahun 2000, pulau Selaru menjadi bagian dari 

Kabupatan Maluku Tenggara. Rentang kendali yang sangat jauh 

dari pusat pemerintahan dan kondisi transportasi di masa lalu 

mengakibatkan pernikahan melalui pengadilan negeri menjadi 

hal yang mahal dan cukup sulit diurus. 

Dewasa ini khususnya di beberapa tahun terakhir, Gereja 

memprogramkan nikah massal untuk mengatasi hal ini. Pada 

masa sebelumnya, pasangan yang menikah pada pencatatan 

sipil (jumlahnya sangat sedikit), umumnya mereka yang studi 

di luar, atau salah satu pasangan sudah lama di rantau. 

Sekalipun demikian, terdapat juga kasus bahkan pasangan 

yang menikah di catatan sipil sekalipun, ketika terjadi perce-

raian karena salah satu berselingkuh, masalah dengan mertua 

dan keluarga pasangan atau adanya ketidak-cocokan lagi, maka 

pilihan perceraian dapat pula diselesaikan secara adat berupa 

pembayaran denda sebagaimana diputuskan oleh hakim desa. 

Keputusan ini sangat tergantung pada kesepakatan mereka atau 

keinginan pihak laki-laki. Hanya saja untuk mereka yang memiliki 

kasus seperti ini, tetap mendapat sanksi gereja berupa tindakan 

disiplin gereja yakni tidak diperbolehkan mengikuti ritual sakra-

men perjamuan kudus di gereja,  sampai perceraiannya resmi 

di pengadilan negeri dan secara sah dapat menikah dengan 
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pasangan selingkuhannya tersebut. 

Oleh karena fenomena kawin-cerai cukup sering terjadi, 

maka proses peradilan cerai dan pengaturan perkawinan menjadi 

penting dalam kehidupan masyarakat pulau Selaru. Pertanyaan 

mendasar di sini adalah bagaimana sesungguhnya kaum pe-

rempuan di pulau Selaru menghadapi  kondisi  ini.  Pertanyaan 

ini sangat menarik minat saya. Oleh karenanya studi ini akan 

menelaah bagaimana perempuan Selaru menghadapi konstruksi 

sosial masyarakatnya. Saya berasumsi bahwa mereka dapat 

bertahan hidup dalam konstruksi masyarakatnya dan dapat 

menghadapinya dalam kehidupan mereka maka tentu ada cara 

untuk membuat dunianya masuk akal bagi mereka.

Studi ini menjadi penting dan menarik untuk dilakukan ka-

rena beberapa alasan. Dari sudut isu yang dikaji, studi ini  meng-

isi kajian-kajian mengenai bentuk perlawanan yang dilakukan 

perempuan terhadap konstruksi sosial masyarakatnya, daripada 

menempatkan perempuan sebagai korban konstruksi sosial dan 

menerima nasibnya. Alasan lainnya yakni, sangat terbatas studi 

yang ada mengenai perempuan Selaru. Realitas ini memperli-

hatkan betapa masyarakat di sana hampir tidak terjamah dalam 

kajian para ilmuan. Untuk mendapatkan gambaran tentang 

masyarakat Selaru, penulis merujuk pada beberapa literatur 

tentang Indonesia Timur dan secara khusus tentang Tanimbar 

yang menyinggung Pulau Selaru, selain tentu saja deskripsi dari 

data hasil penelitian lapangan. Lebih lanjut daripada itu, Studi 

ini menjadi sangat penting dilakukan karena dari sisi teoritis, 
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dilakukan dalam tema resistensi. Resistansi khususnya menarik 

bagi para ahli yang berkeinginan membangun rekonsiliasi antara 

pengaruh Marxisme dalam antropologi dengan pendekatan In-

terpretasi simbolik yang lebih peka budaya. Selain itu, resistensi 

juga berhubungan erat dengan pendekatan yang dikembangkan 

dalam Antropologi feminis. Pendekatan ini terutama  digunakan 

untuk menunjukkan adanya perlawanan yang dilakukan oleh 

orang-orang yang dianggap lemah.  Sebagaimana dikemukakan 

(Scott, 1985) bahwa konsep hegemoni Gramsci tidak mampu 

menjelaskan  perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang yang 

kalah atau kelas bawah.

1.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan mengenai pulau Selaru memang 

masih sangat minim, apalagi terkait dengan isu perempuan Sela-

ru. Ini merupakan salah satu alasan yang mendukung pentingnya 

tulisan ini, yakni untuk mengisi kekosongan studi mengenai 

masyarakat di pulau Selaru terutama perempuan di pulau Selaru.  

Upaya menelusuri dokumen tertulis tentang masyarakat Se-

laru untuk mencari petunjuk terkonstruksinya masyarakat dengan 

struktur dan relasi kuasa sebagaimana yang nampak ternyata 

tidak mudah. Dapat dikatakan tidak banyak sumber-sumber ter-

tulis berupa buku, maupun hasil penelitian sebelumnya tentang 

masyarakat Pulau Selaru, apalagi tentang dinamika kaum perem-

puannya.  Walaupun demikian ada beberapa literatur tentang 

Indonesia Timur dan secara khusus tentang Tanimbar yang me-
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nyinggung Pulau Selaru, sehingga dapat digunakan untuk mem-

peroleh gambaran tentang perempuan dalam konstruksi  sosial 

masyarakat Tanimbar secara umum. Tulisan tentang Tanimbar 

pun sebenarnya sangat terbatas. Umumnya merupakan laporan 

perjalanan para misionaris dan tugas-tugas akhir studi mahasiswa. 

Riedel menginformasikan bahwa kontak Belanda dengan Ta-

nimbar pertama kali terjadi tahun 1646, ketika Adrian Dorstman 

yang mewakili kompeni Hindia Belanda membangun kontrak 

dengan kepala-kepala kampung dalam rangka perdagangan 

budak, sirip ikan hiu, lilin dan lain-lain. Setelah itu, Tanimbar 

agak kurang diperhatikan, perhatian utama dialihkan ke Banda 

yang lebih menguntungkan  (Riedel, 1886). Mungkin alasannya 

sebagaimana disebutkan dalam laporan Adrian Dorstman yang 

disebutkan Riedel, bahwa Tanimbar kemudian ditinggalkan oleh 

Belanda karena dari segi perdagangan masa itu ia tidak mengun-

tungkan, sehingga kuasa untuk berdagang dikembalikan kepada 

orang Ujung Pandang (Makassar) yang memang telah terlibat 

lebih awal dalam perdagangan di Tanimbar.

Pastor Geurtjens hanya memberikan informasi tentang 

kegiatan kerajinan tangan perempuan yakni menenun. Seluruh 

proses pembuatan kain tenun yang membutuhkan kemahiran 

dan kesabaran ini dijelaskan dengan cukup detail olehnya. Mu-

lai dari memintal kapas sampai menjadi sehelai kain, termasuk 

semacam ritual yang dilakukan ketika seorang mulai menenun 

dan setelah rampung. Ada juga yang telah beralih menggunakan 

benang pabrik yang langsung dibeli di toko. 
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Tulisan Forbes untuk informasi tentang kaum perempuan di 

Tanimbar hanyalah bahwa mereka dapat menyatakan pendapat-

nya dalam pertemuan umum (Forbes, 1884). Walaupun sedikit, 

tetapi ini informasi yang sangat penting karena menunjukkan 

bahwa perempuan juga memiliki akses untuk bicara pada ranah 

publik.

Pastor Drabbe yang menulis pada tahun 1940, lebih lanjut 

penulis menggunakan edisi terjemahannya (Drabbe, 2016) me-

muat informasi  umum tentang etnogra� Tanimbar. Ia menulis 

tentang perempuan Tanimbar bahwa ada banyak hal yang sa-

ling bertentangan. Dalam hal perilaku atau tindakan-tindakan, 

nampak bahwa perempuan dipandang remeh. Tetapi ada juga 

tindakan-tindakan lain yang mengungkapkan  rasa hormat dan 

penghargaan terhadap perempuan. Drabbe merujuk bebera-

pa contoh seperti penggunaan istilah limnditi yang merujuk 

pada suatu penghargaan kepada perempuan. Seorang laki-laki 

Tanimbar menyatakan rela mati jika perempuan di rumahnya 

(Ibu, istri, saudarinya atau perempuan dalam marganya) dihina 

atau dilecehkan. Tetapi di sisi lain Drabbe menghubungkan hal 

ini dengan denda yang harus dibayarkan. Seorang limnditi juga 

bisa menjadi mediator perdamaian bila terjadi kon�ik antar ke-

lurga bahkan antar desa, karena dalam budaya mereka dihargai, 

sehingga kedatangannya tidak mudah bahkan tidak bisa ditolak. 

Tetapi di sisi lain, laki-laki sudah terbiasa membiarkan perempuan 

memikul pekerjaan berat, dan bekerja lebih banyak. Perempuan 

juga menghadapi resiko diambil sebagai istri sementara tanpa dini-
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kahi, dan membiarkan sang perempuan kembali ke rumahnya bila 

sudah bosan dengan dia cukup dengan membayar denda angkat 

muka. Drabbe mencatat pula bahwa seorang perempuan juga bisa 

mengurus masalah-masalah umum dan menyatakan pendapatnya 

terutama mengenai urusan rumah tangga dan keluarga. 

Lebih lanjut Drabbe juga mendeskripsikan cara berdandan 

perempuan masa itu yang disesuaikan dengan usianya. Termasuk 

keterlibatan perempuan dalam home industry  tenun, anyaman 

dan membuat periuk dari tanah liat. Drabbe selanjutnya menu-

lis mengenai aturan dan hubungan perkawinan yang berisikan 

aturan tentang harta kawin (beli), denda dan kewajiban-kewa-

jiban dalam hubungan perkawinan di Tanimbar (Drabbe, 2016). 

Sedangkan (Mckinnon, 1991) dalam penelitiannya yang di Ta-

nimbar fokus pada sistem perkawinan cross-cousin. Kemudian 

dari sana ia menghubungkannya dengan struktur sosial (hirarki 

dan aliansi)  masyarakat dan Jender. 

Studi-studi selanjutnya mengenai Selaru baru dilakukan 

beberapa tahun terakhir yakni : (Ririmasse, 2017) tentang tin-

jauan potensi purbakala di pulau Selaru ; (Jambormias et al., 

2018) tentang kebijakan rumah tunggu bersalin berbasis pulau di 

pulau Selaru; (Laratmasse et al., 2019) Kontribusi Twuak dalam 

kehidupan ekonomi masyarakat desa Lingat kecamatan Selaru; 

(Batmanlusi, 2021) yang meneliti tentang penggunaan fungsi 

nyanyian foruk dalam upacara adat di desa Lingat-Pulau Sela-

ru, dll. Penelitian-penelitian ini tidak banyak bicara mengenai 

struktur atau konstruksi masyarakat pulau Selaru. 
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Selain itu khusus mengenai perempuan Selaru sejauh pe-

nelusuran saya hanya terdapat 4 (empat) tulisan atau penelitian 

yakni pertama, tesis Temmar (2012) yang ada hubungannya 

dengan tulisan ini yakni tentang dampak Sanksi Harta Buang 

berdasarkan penerapan keputusan Latupati Kecamatan Selaru 

Nomor 189/01/IV/LKS/2005 terhadap jumlah pelanggaran adat 

di kecamatan Selaru.  Dengan mengambil setting penelitian 

pada dua dari tujuh desa yang ada di pulau Selaru yakni desa 

Adaut dan desa Namtabung, penelitian ini menyimpulkan bahwa 

kenaikan denda adat terutama harta buang (cerai) berdampak 

pada menurunnya angka perceraian di kecamatan pulau Sela-

ru. Dalam kenyataannya kesimpulan ini sesungguhnya tidak 

sepenuhnya dapat diterima, karena besarnya harta buang tidak 

serta merta berkorelasi dengan menurunnya angka perceraian. 

Terutama karena uang untuk membayar denda tersebut tidak 

hanya menjadi tanggung jawab suami atau laki-laki yang akan 

menceraikan istrinya, atau perempuan yang selingkuh sehingga 

membayar harta “angkat muka” (mengembalikan kehormatan) 

suami atau istri, melainkan tanggung jawab keluarga besarnya. 

Kedua, tulisan (Sopamena & Pattiselanno, 2018) tentang strategi 

perempuan dalam bercocok tanam di “tnyafar” dengan tanam-

an secara variatif yang ternyata mampu memenuhi kebutuhan 

keluarga dalam dalam berbagai kondisi baik sosial, ekonomi 

dan �sik lingkungan, termasuk dalam situasi mendesak. Keti-

ga, tulisan yang tidak langsung mengenai perempuan Selaru, 

tetapi tentang perempuan Tanimbar secara keseluruhan yakni 
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penelitian (Seralarat & Refo, 2018) tentang Harta Buang : antara 

penghargaan terhadap wanita Tanimbar dan pergeseran alat 

pembayaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelangkaan 

dan kepunahan benda-benda adat Tanimbar, terutama gading 

gajah dan emas yang mempunyai nama khusus, menjadi alas-

an utama para Latupati atau kepala desa memutuskan bahwa 

pembayaran harta kawin dan harta buang boleh dengan uang. 

Pergeseran pembayaran dengan uang berakibat buruk terha-

dap bentuk-bentuk relasi persekuatuan di Tanimbar. Pria yang 

mampu membayar sendiri tidak lagi datang kepada duan-nya 

(kerabat dari ibu yang memiliki kedudukan tinggi dalam struktur 

tradisional masyarakat Selaru) untuk meminta bantuan. Mereka 

seolah-olah tidak lagi mengenal duan-nya. Pria tersebut juga bisa 

dengan seenaknya melecehkan wanita, atau menceraikan istri 

atau kekasih sementaranya. Hal ini dapat terjadi karena kemam-

puan �nansial yang dimilikinya sebagai jaminan pembayaran 

adat harta buang. Sampai sejauh ini belum ada penelitian yang 

melihat bagaimana perempuan menghadapi praktek budaya 

hukum masyarakatnya tersebut. 

Keempat, tulisan (Wearulun & Gulo, 2020) yang membahas 

tentang ritual “masuk minta” atau lamaran perempuan Tanim-

bar. Sayangnya penelitian ini tidak dilakukan di suatu lokasi 

tertentu di wilayah Tanimbar, tetapi mengamati suatu ritual ma-

suk minta (lamaran) salah satu keluarga keturunan Tanimbar di 

Ambon (desa Kayu Tiga). Tulisan ini menyimpulkan ritual masuk 

minta sangat mengutamakan perempuan, baik keberadaanya, 
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maupun nilainya dalam tatanan budaya di Tanimbar. Ritual 

ini juga menempatkan perempuan dan laki-laki secara setara. 

Kesimpulan ini menurut penulis terlalu sederhana karena tidak 

merujuk dalam konteks nyata atau realitas relasi perempuan dan 

laki-laki dalam kesehariannya . 

Hasil penelitian sebelumnya mengenai perempuan dalam 

praktek budaya hukum masyarakatnya, dapat dirujuk 2 (dua)  

peneltian sebelumnya. Pertama, tulisan (Jalaludin, 2015) yang 

meneliti mengenai Budaya Hukum bias gender Hakim Pengadilan 

Agama dalam Perkara Cerai Talak. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa putusan hakim di Pengadilan agama yang bias gender 

tidak terlepas dari pergulatan kepentingan sosial budaya yang 

sesungguhnya mencerminkan standar nilai yang dianut oleh 

masyarakat. Hakim di Pengadilan Agama telah menempatkan 

perempuan (isteri) sebagai objek dalam persidangan, sehingga 

tidak memiliki posisi tawar yang setara dengan laki-laki (suami).  

Hal ini direpresentasikan dalam 4 (empat) bentuk. Pertama, bias 

gender melalui bahasa yang digunakan oleh hakim dalam persi-

dangan yang cenderung menyudutkan perempuan atau pihak 

isteri (termohon). Dalam bentuk ini konsep “pantas” dan “tidak 

pantas” bagi seorang perempuan menjadi istilah yang paling sering 

digunakan. Kedua, dalam proses mediasi. Dalam praktiknya sidang 

mediasi hanya dilakukan 1 (satu) kali dan pemohon diwakili oleh 

Kuasa Hukumnya. Proses mediasi telah terlalu cepat dinyatakan 

gagal oleh hakim mediator, walaupun Termohon (isteri) kadang 

masih menghendaki kesempatan untuk bertemu   langsung de-
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ngan Pemohon. Dalam banyak kasus permohonan ini ditolak oleh 

Hakim Mediator, bahkan dengan alasan yang tidak jelas. Ketiga, 

dalam hal pembuktian dengan alat bukti. Beberapa alat bukti surat 

Termohon sering  dikesampingkan oleh Hakim dengan dalil tidak 

ada relevansinya. Keempat, dalam hal putusan. Dalil-dalil yang 

diajukan oleh Termohon terkait masalah pemenuhan naah lahir 

yang jarang diberikan oleh Pemohon selama pernikahan, dan 

dalam kasus dimana adanya anak yang lahir dalam pernikahan  

tersebut  tidak  menjadi  pertimbangan hakim dalam membuat 

putusan. Karenanya amar putusan seringkali tidak menyebutkan 

mengenai naah lampau dan naah anak. 

Kedua, Penelitian (Musawwamah, 2019) tentang Perempuan 

dalam Persidangan, Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pe-

mengkasan menyimpulkan bahwa proses dan hasil persidangan 

di Pengadilan    Agama Pamekasan masih belum mere�eksikan 

aspek keadilan  bagi  bekas  istri  ditinjau dari aspek keadilan 

dan kesetaraan jender. Hal ini terutama karena ketaatan hakim 

pada asas “Ultra Petitum Partium” yang berlebihan. Ini terutama 

terkait dengan hak-hak istri yang dijamin dalam Undang-undang. 

Menurut peneliti seharusnya secara ex o�cio sorang hakim da-

lam membuat keputusan terkait   perkara perceraian mempunyai 

kewenangan untuk dapat ikut membuat keputusan mengenai 

hak-hak mantan istri, bahkan meskipun didalam gugatan cerai 

hak-hak tersebut tidak turut dituntut oleh penggugat, karena 

hak-hak tersebut sudah seharusnya menjadi akibat hukum dari 

perceraian yang dijamin oleh undang-undang.
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Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kajian 

ini fokus pada strategi resisstensi perempuan dalam masyarakat 

patriakhi yang masih menunjung tinggi adat dan tradisi dalam 

masyarakat. Bentuk-bentuk resistensi yang nyaris tidak disadari 

sebagai sebuah resistensi karena bentuknya yang Sebagian besar 

bukan reistensi terbuka, melainkan tersembunyi.

1.3. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual atau sering juga dilihat sebagai kerangka 

konseptual yang dimaksudkan dalam hal ini bukan dimaksu-

dakan sebagai sekedar defenisi dari konsep-konsep yang akan 

digunakan, melainkan merupakan upaya memberi ”arti teknis”  

sehingga  suatu istilah dapat dide�nisikan dengan baik untuk 

kepentingan operasional sekaligus dalam rangka  menghindari 

makna ganda (Pelto & Pelto, 1984). Konsep- konsep yang menurut 

saya penting dielaborasi adalah sebagai berikut.

1.3.1. Budaya Patriakhi

Secara umum patriakhi didefenisikan sebagai suatu sistem 

budaya yang bercirikan laki-laki (ayah). Dalam sistem ini, laki-

laki yang berkuasa untuk menentukan. Untuk waktu yang cu-

kup lama sistem ini dianggap wajar. (Israpil, 2017) menyatakan 

bahwa penerapan budaya patriarki dalam sistem sosial sangat 

berkontribusi dalam membentuk laki-laki atau bapak sebagai 

pendamping bagi perempuan. pandangan seperti demikian 

yang mengkonstruksi adanya persepsi jender bahwa laki-laki 
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dan perempuan menduduki posisi yang berbeda, dimana laki-

laki menduduki posisi dominasi untuk mendapatkan penghar-

gaan, penghormatan dan menjaga kewibawannya. Sedangkan 

seorang perempuan dalam konstuksi ini bertanggung jawab 

mengurus pekerjaan yang berkaitan dengan urusan domestik 

dan memelihara   kasih sayang yang menjamin kondisi emosi-

onal dan psikis dari sang laki-laki sehingga tetap eksis dengan 

kemampuan patriarkinya. 

Budaya Patriakhi melibatkan relasi kekuasaan antara laki-

laki dan perempuan dimana berlangsung dominasi laki-laki atas 

perempuan yang direalisasikan melalui bermacam macam media 

dan cara (Chandraningrum, 2013). Sejalan dengan itu (Muniarti, 

2004) menyebutkan bahwa patriakhi adalah suatu sistem yang 

bertingkat, yang telah dibentuk oleh kekuasaan yang mengon-

trol dan mendominasi. Dalam realitasnya udaya patriarkat  yang 

menomor-satukan laki-laki telah menimbulkan relasi kuasa yang 

asimetris. Dalam relasi kuasa yang timpang sepert itu, laki-laki 

sebagai pihak yang dominan terpola untuk mengendalikan dan 

mengontrol perempuan. Sistem ini telah berakar dan mendasar 

pada sistem �lsafat, sosial dan politik. laki-laki dengan kekuatan, 

tekanan langsung atau melalui ritual, tradisi, hukum dan bahasa, 

adat kebiasaan, etiket, pendidikan dan pembagian kerja-menen-

tukan peran apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pe-

rempuan dan perempuan dianggap rendah (Widanti, 2005). 

Menurut (Yupidus, 2017)sering beban istri menjadi lebih 

dibandingkan dengan beban suami dalam pemenuhan tugas 
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domestik. Pola relasi seperti ini pada keluarga modern saat 

ini sangat tidak seimbang dan tidak berkeadilan gender. Perlu 

adanya gagasan baru dalam menyikapi hal ini dengan ditinjau 

perspektif gender. Dalam kajian ini, pola relasi suami istri da-

lam keluarga modern ditemukan ada tiga pola dilihat dari pola 

pembagian kerja dengan membandingkan pola relasi yang sudah 

ada, seperti (1 budaya pathriarki masih sangat kuat atau kental  

dalam suatu    masyarakat    agraris, dimana peranan diberikan 

lebih besar kepada suami atau laki-laki. Seorang perempuan 

atau istri sering kurang dianggap perannya dan akti�tasnya pun 

dibatasi pada peran domistik. Ia juga kurang diberikan peran 

dalam pengambilan keputusan, melakukan sesuatu harus atas 

izin suami, tidak memiliki posisi dalam penguasaan belanja 

rumah tangga dan berbagai kegiatan lainnya. 

Dalam perkembangannya kemudian budaya ini diadopsi 

oleh hampir semua institusi atau pranata sosial, mencakup lem-

baga negara, pranata hukum, pranata Pendidikan pendidikan, 

pranata agama, norma-norma, media massa, relasi dalam kelu-

arga, termasuk di bidang militer. Reproduksi budaya patriarkat 

berlangsung melalui pola asuh dan relasi dalam keluarga, model 

Pendidikan di sekolah, paparan media, ajaran agama dan bah-

kan dalam produk hukum negara yang pada akhirnya semakin 

memperkuat jaring yang membelit perempuan.  
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1.3.2. Jender dan Ketidakadilan Jender

Istilah “Jender” merupakan terjemahan dari istilah Gender, 

yang secara umum digunakan untuk mengidenti�kasi laki-laki 

dan perempuan dari segi sosial budaya. Menurut (Lindsey, 1990) 

jender lebih banyak terkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, 

psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya, atau  oleh 

(Nasaruddin, 2001) disebut sebagai interprestasi budaya terha-

dap perbedaan jenis kelamin. Secara ringkas dapat disebutkan 

bahwa jender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan pe-

rempuan  yang bukan berdasarkan dikotomi biologis, melainkan 

yang dikonstruksi secara sosial budaya (Ivy & Barklund, 1995).  

Istilah  Jender lebih lanjut dilihat  sebagai  pola  hubungan  (re-

lasi)  laki-laki  dan  perempuan  yang  didasarkan  pada  ciri-ciri  

sosial  masing-masing,  tercakup  di  dalamnya  pembagian kerja, 

pola relasi kuasa perilaku, peralatan, bahasa dan persepsi yang 

membedakan laki-laki  dari  perempuan (Wirartha, 2000).  

Istilah ini umumnya dibedakan dengan istilah “sex” yang 

dihubungkan dengan kategori biologis yang bersifat kodrati. 

Karena dalam kenyataannya perbedaan  perilaku  antara  laki-laki  

dan  perempuan  selain  yang  biologis  sebagian  besar  justru  

terbentuk  melalui  proses  sosial  dan  kultural,  oleh  karena  itu  

jender  berubah  dari  waktu  ke  waktu  dari  tempt  ke  tempat  

bahkan  dari  kelas  ke  kelas, sementara  jenis  kelamin  (seks)  

tidak  berubah(Wirarta, 2000). Hal ini selalu ditekankan karena 

dalam kehidupan sosial, makna kodrat yang seharusnya meng-

acu kepada perbedaan perempuan dan laki-laki sebatas fungsi 
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reproduksinya, diperluas menjadi peranan dan kedudukan di 

berbagai bidang kehidupan. Jender sebagai konstruksi sosial, 

yang telah disosialisasikan sejak lahir, ternyata telah menyum-

bangkan ketidakadilan (inequalities), terhadap perempuan berupa 

pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, dan marginalisasi.  

Karena dalam relasi jender tersebut perempuan menempati posisi 

subordinat. Dengan demikian maka fenomena yang terjadi seperti 

praktek hukum dan pola pembagian kerja di Selaru dapat dilihat 

dengan lebih jeli yakni bahwa permasalahannya bukan terletak 

di “perempuan atau laki-laki” tetapi dalam ideologi, sistem, dan 

struktur yang bersumber dari ketidakadilan Jender (gender ine-

gualities). Ketidaksetaraan gender di masa sekarang dianalisis 

sebagai hasil dari struktur kapitalis dan patriarki atau masyarakat 

kapitalis patriarki (Walby, 2014). Kondisi ini sering tidak disadari 

atau diterima begitu saja tanpa ditanggapi oleh sebagian masya-

rakat bahkan kaum perempuan itu sendiri karena melihatnya 

sebagai suatu ketetapan,   sudah diterima sebagai sebuah tradisi 

yang bersumber dari budaya dan agama (Susilawati et al., 2018). 

Salah satu akibat ketidaksetaraan gender adalah terjadinya 

marginalisasi. Hal ini terutama terjadi terhadap kaum perempu-

an. Pandangan bahwa perempuan merupakan makhluk lemah, 

lembut, emosional, dll. Ini kemudian dapat dirujuk sebagai alas-

an untuk membatasi kesempatan yang sama dengan laki-laki. 

Termasuk di dalamnya hak-hak yang sama untuk diperlakukan 

sama dengan laki-laki (Indah Dwiprigitaningtias & Yuniar Rah-

matiar, 2020). 
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1.3.3. Budaya Hukum 

Friedman sebagimana dikutip (Zia et al., 2020) menyata-

kan bahwa dalam sistem hukum  ada 3 sub penting yakni : 1). 

Legal capture yaitu aparatur atau lembaga, contoh kepolisian, 

kejaksaan, dan pengadilan; 2). Legal substance yaitu peraturan 

perundang-undangan; dan 3). Legal cultute yaitu budaya hu-

kum. (Irianto, 2003) menyatakan bahwa legal culture (budaya 

hukum), meliputi: ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan, 

dan pandangan tentang hukum. 

Komponen-komponen ini saling mempengaruhi satu de-

ngan yang lain di dalam “beroperasinya hukum dalam praktek 

sehari-hari”. Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum adalah bagian 

dari kebudayaan dan masyarakat, oleh karena itu tidak mung-

kin mengkaji hukum secara terisolasi, tanpa memperhatikan 

kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Secara 

khusus budaya hukum adalah bagian dari kekuatan-kekuatan 

sosial tersebut, yang memberi masukan, menjadi penggerak, dan 

selanjutnya memberi output kepada sistem hukum. Friedman 

sebagaimana dikutip (Irianto, 2003) menegaskan bahwa keku-

atan sosial secara terus-menerus mempengaruhi sistem hukum, 

kadang-kadang ia merusak, memperbaharui, memperkuat, atau 

memilih untuk lebih menampilkan segi-segi tertentu. 

(Jalaludin, 2015) menjelaskan bahwa konsep budaya hukum 

menempatkan hukum dalam  realitas sehari-hari masyarakat, 

sehingga kajiannya   tidak  lagi dogmatik tetapi hukum empiris, 

karena menelaah bekerjanya hukum dalam masyarakatnya. 
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Oleh karena itu,  perwujudan  tujuan,  nilai-nilai  ataupun  ga-

gasan-gagasan yang  termaktub di  dalam  peraturan hukum  

hendaknya dilihat sebagai suatu  kegiatan yang tidak berdiri 

sendiri,    melainkan   saling terkait erat secara   dialektis  dengan 

masyarakatnya. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa terlibatnya 

manusia di dalam perumusan dan penerapan hukum menun-

jukkan hubungan antara hukum dan budaya, sehingga realitas 

keadilan   dan   ketidak-adilan   dalam   praktik hukum dengan 

sendirinya dipengaruhi oleh budaya hukum. Bahkan menurutnya 

justru budaya hukum yang  sangat menentukan sikap, ide, dan 

nilai-nilai seseorang  terhadap hukum  di  masyarakat.

Sejalan dengan itu (Zia et al., 2020) menyatakan bahwa hu-

bungan hukum dan budaya tidak terpisahkan karena hukum yang 

telah dirumuskan dengan sebaik-baiknya tidak akan berfungsi 

dengan baik apabila budaya masyarakat memiliki kecenderungan 

tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Sebuah peraturan yang 

dibuat sesungguhnya mengacu pada sistem nilai yang secara �-

loso�s   akomodatif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat 

yang adil atau ideal. Hukum yang baik hendaknya juga diterapkan 

dengan baik. Dengan kata lain rangkaian dari penerapan sepe-

rangkat hukum ditentukan baik atau buruk sangat dipengaruhi 

oleh budaya di suatu masyarakat yang akan menjadikan hukum 

tersebut hidup atau tidak di dalam masyarakatnya.

Dengan demikian dalam budaya hukum yang dikaji ada-

lah bagaimana substansi hukum berupa aturan-aturan dan 

norma-norma merumuskan suatu permasalahan, diberlakukan 
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oleh   institusi serta para penegak hukum dan bagaimana budaya 

hukum yang ada dalam masyarakat memberi pengaruh terhadap 

bekerjanya aturan-aturan yang telah dirumuskan dan disepakati 

bersama itu.

1.3.3. Duan-Lolat

Duan-Lolat merupakan suatu hubungan social yang unik 

dalam struktur social masyarakat Tanimbar-Kabupaten kepulauan 

Tanimbar. Duan dan Lolat terkait erat dengan status dan peranan 

dalam masyarakat (Koritelu, 2009). Dimana status Duan meru-

pakan garis keturunan atau kerabat besar dari pihak perempuan 

yang disebut pemberi perempuan, sedangkan status Lolat meru-

pakan garis keturunan dari pihak laki-laki yang disebut penerima 

perempuan. Sedangkan terkait dengan peranannya terkait dengan 

perjodohan, penentuan dan pembayaran harta, peran sebagai 

pelindung, dll (Dasfordate et al., 2020). Dasar untuk menentukan 

hubungan tersebut diperoleh melalui satu hubungan perkawinan 

yang kemudian menimbulkan kelompok kerabat dalam keluarga 

besar (Mc Kinnon, 1991). Untuk mengerti mengapa posisi anak 

perempuan terhubung dengan status dan peran dalam masyrakat, 

dapat dipahami dengan merujuk pada tulisan (Drabbe, 2016) yak-

ni status yang melekat perempuan sebagai Limditi yaitu sebuah 

kehormatan yang dimiliki dan orang-orang disekitarnya harus 

menghargainya dengan sepenuh hati (Koritelu, 2009).

Dalam arti luas Duan-Lolat merupakan hukum adat yang 

mengatur hubungan kekerabatan dalam tatanan kehidupan 
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masyarakat Tanimbar secara keseluruhan. Dengan kata lain 

duan-Lolat adalah suatu hubungan sosial dalam arti hidup saling 

bergantung ~ tukar menukar pemberian ~ yang terjadi dengan 

sendirinya berdasarkan perkawinan. Kelompok yang disebut 

duan itu memiliki tingkatan yang mereka sebut dengan istilah 

tangga. Misalnya bagi seorang anak laki-laki yang hendak me-

nikah, yang disebut Duan adalah saudara-saudara kandung ibu, 

kerabat dari neneknya (ibunya ibu), keluarga ibu dari neneknya 

ibu, dan biasanya dapat mereka runut sampai pada keluarga 

yang mereka sebut dengan istilah pohon. Demikian juga Lolat. 

Sehingga masyarakat terikat satu dengan yang lainnya oleh 

hubungan saling kawin ini. Dalam praktiknya duan-lolat tidak 

hanya berkaitan dengan perkawinan saja, tetapi hampir semua 

aspek kehidupan masyarakat, misalnya perkawinan, duka cita, 

pembangunan rumah, penyelesaian kon�ik, baik kon�ik yang 

melibatkan individu, maupun kon�ik antar masyarakat dalam 

satu desa dan komunitas di desa lain (Dasfordate et al., 2020).

Dewasa ini, bahkan jika seorang Tanimbar menikah dengan 

seorang perempuan atau laki-laki dari daerah lain (bukan orang 

Tanimbar), pasangannya tersebut tetap menjalani proses untuk 

dimasukkan ke dalam salah satu keluarga atau marga tertentu 

dari orang asli Tanimbar dan menjadi bagian yang terikat dalam 

hubungan duan-lolat dari keluarga tersebut, dengan hak dan 

kewajiban yang sama dalam masyarakat.
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1.4. Tinjauan Teori 

1.4.1. Resistensi sebagai Perspektif Teori

Masuknya tema resistensi ke dalam teori-teori kon�ik meru-

pakan Inovasi teori dan metodologi dalam ilmu antropologi yang 

berkembang sekitar tahun 1980-an. Salah satu etnogra� baru 

yang paling berpengaruh sampai saat ini adalah etnogra� yang 

berkenaan dengan resistansi terhadap struktur ketidaksetaraan 

atau penindasan, baik yang terkait dengan perbedaan kelas, gen-

der, maupun etnisitas. Sebagai sebuah tema, resistansi khususnya 

menarik bagi para antropolog yang berkeinginan membangun 

rekonsiliasi pengaruh Marxisme dalam antropologi pada tahun 

1970-an dengan pendekatan antropologi simbolik yang lebih 

peka budaya (Saifuddin, 2005). Selain itu, resistensi juga ber-

hubungan erat dengan antropologi feminis. Manakala sebagian 

besar antropologi Marxis pada tahun 1970-an dipengaruhi baik 

oleh Marxisme struktural Perancis, dengan bahasa formal yang 

cukup menonjol seperti `mode produksi’ dan `pembentukan 

sosial’, maupun dipengaruhi oleh teori sistem, yang hanya me-

nyisakan sedikit ruang bagi kebudayaan dan etnogra�. Secara 

khusus, etnogra� mengenai resistensi memberikan inspirasi 

teoretis yang berbeda. 

Beberapa pemikir yang dapat dirujuk sebagai perspektif 

teori yang saya gunakan dalam membaca data penelitian, teru-

tama mengenai strategi-strategi resistensi yang dikembangkan 

perempuan Selaru, yakni (Scott,1990), (Abu-Lughod,1990) dan 

(Tsing,1999).  Masuknya tema resistensi ke dalam teori-teori 
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kon�ik merupakan inovasi teori dan metodologi dalam ilmu-ilmu 

sosial yang berkembang sekitar tahun 1980-an. Sebagai sebuah 

tema, resistansi khususnya menarik bagi para ahli yang berke-

inginan membangun rekonsiliasi pengaruh Marxisme dalam 

antropologi pada tahun 1970-an dengan pendekatan Interpretasi 

simbolik yang lebih peka budaya (Saifuddin, 2005). Selain itu, 

resistensi juga berhubungan erat dengan antropologi feminis. 

Resistensi merujuk pada upaya yang dilakukan oleh orang-orang 

yang berada pada posisi subaltern dalam hubungan kekuasaan. 

Dalam studinya mengenai perlawanan kaum tani (Scott, 1993) 

memperlihatkan bahwa penindasan dan ketidakadilan yang 

dialami petani menyebabkan terjadinya perlawanan, karena 

hubungan patron-klien tidak lagi sebagai hubungan yang saling 

melindungi melainkan pengambilan keuntungan.

Scott melihat bahwa konsep hegemoni dari Gramsci tidak 

mampu menjelaskan resistensi atau perlawanan yang dilakukan 

oleh orang-orang yang kalah atau kelas bawah. Penelitian  yang 

dilakukan di Sedaka tentang hubungan kekuasaan antara kelas 

petani kaya dan petani miskin menunjukkan bahwa perlawanan 

itu selalu berada dalam dialog (Colburn, 2016). 

Dalam studinya mengenai moral ekonomi petani (Scott, 

1981) mengidenti�kasikan dua cara resistensi yakni Pertama, 

resistensi yang sungguh-sungguh yakni suatu resistensi yang 

mengandung gagasan dan tujuan untuk meniadakan dominasi 

penindasan, bersifat sistematis, diorganisir dengan baik, tanpa 

pamrih, memiliki akibat-akibat revolusioner. Kedua, resistensi 
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yang bersifat insidental yang cenderung tidak terorganisasi, tidak 

sistematis dan individualistis, bersifat untung-untungan dan 

berpamrih serta tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner. 

Resistensi insidental dilakukan secara perorangan, tidak teroga-

nisir dengan baik dan diwujudkan melalui aksi-aksi pembang-

kangan atau tindakan-tindakan yang menimbulkan kekacauan.  

Scott juga menggunakan istilah resistensi publik atau terbuka 

dan resistensi tertutup atau yang dilakukan secara individual. 

Resistensi terbuka adalah resistensi yang terjadi dengan proses 

mobilisasi partisipan, diatur dalam agenda yang terarah dan 

memiliki tujuan serta sasaran yang tepat. Sedangkan resistensi 

tertutup berupa pembangkangan secara sembunyi-sembunyi 

dan dilakukan atas nama individu.

Dalam buku Weapons of the Weak (Scott, 1985) dengan fo-

kus pada resistensi petani sehari-hari Scott menjelaskan alasan 

mengapa resistensi terbuka sangat jarang terjadi. Ia menyatakan 

bahwa perhatian masih kurang diberikan pada bentuk resistensi 

sehari-hari yang biasa dan dasar simbolis dan ideologis para pe-

tani, sekaligus mengarahkan untuk menempatkan agen individu 

sebagai pusat analisis. Ia menelusuri peristiwa sehari-hari seperti 

pencurian kecil-kecilan, pembunuhan hewan, dan sebagainya. 

Dalam kasus tertentu ada juga represi �sik yang terbuka. Bagai-

manapun kebutuhan untuk mencari naahlah yang paling ber-

pengaruh dalam memaksa resistensi untuk menjadi terselubung. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa petani miskin tidak sepe-

nuhnya patuh atau dapat dikuasai. Mereka melakukan berbagai 
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strategi untuk bisa mendapatkan keuntungan dari petani kaya. 

Hal ini oleh Scott dilihat sebagai kepatuhan tanpa substansi atau 

kepatuhan simbolis. Petani miskin tahu betul bahwa petani kaya 

membutuhkan nama baik demi prestise, karenanya mereka di 

depan petani kaya menyanjung-nyanjung, tetapi di belakang 

mencemooh. Kepatuhan simbolis ini disebut Scott sebagai 

kesadaran palsu.

Perlawanan simbolis ini menyiratkan bahwa, sesungguhnya 

orang-orang yang tersubordinasi dalam masyarakat menjadi 

kelas bawah, bukannya berada dalam posisi lemah tanpa per-

lawanan. Menurutnya perlawanan itu bisa dilihat dan dipahami 

dari pemikiran dan aksi dalam kehidupan sehari-hari. Kaum tani 

miskin berstrategi dengan mengambil peluang-peluang dari sisi 

kelemahan kaum tani kaya, yakni kebutuhan akan nama baik 

untuk kelangsungan kekuasaan mereka.  Hubungan kekuasaan  

yang ada diantara mereka digambarkan sebagai hubungan keku-

asaan yang bersifat tidak langsung, melainkan simbolis. Petani 

miskin mendekati kekuasaan agar ia tetap eksis, sementara rasa 

tidak suka ditunjukkan dari berbagai perilaku yang dilancarkan 

dari aksi sehari-hari.

Akhirnya (Scott, 1985) tiba pada kesimpulan bahwa super-

struktur ideologis hendaknya dilihat sebagai produk perjuangan, 

bukan sebagai sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Baginya ni-

lai-nilai elit tidak benar-benar menembus ke kelas bawah; ide-ide 

hegemonik dalam kenyataannya selalu menjadi subjek kon�ik, 

terus direkonstruksi; sementara resistensi berakar pada tujuan 



28 Resistensi Perempuan Selaru

material sehari-hari daripada dalam “kesadaran revolusioner”. 

(Tsing,1999) dalam penelitiannya mengenai masyarakat 

Meratus, menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan antara 

pemimpin lokal dengan Negara (pemerintah pusat) berada juga 

dalam posisi dinamika antara kepatuhan dan perlawanan.  Hal ini 

digambarakan Tsing termanifestasi dalam berbagi arena seperti : 

nyanyian dukun dan syair-syair masyarakat setempat. Ia melihat 

bahwa pemimpin lokal di Meratus bersikap patuh kepada Nega-

ra sebenarnya dalam rangka mengakses berbagai kepentingan 

yakni berhubungan dengan pengakuan otonomi. Tetapi saat 

yang sama juga selalu menunjukkan rasa tidak suka (oposisi) 

yang terlihat dari perubahan mimik wajah, ungkapan-ungkap-

an lisan, dan perilaku menjauh dari kekuasaan Negara. Mereka 

tidak menentang secara terbuka, tetapi justru berstrategi dengan 

menggunakan retorika Negara untuk membangun otoritasnya 

sendiri dan  menghimpun masyarakat. 

(Susilowati, 2018) menegaskan bahwa bagi para peneliti 

sosial, konsep resistensi berciri kultural, karena resistensi dinam-

pakkan melalui ekspresi serta tindakan keseharian masyarakat. 

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa analisa resistensi sendiri 

terhadap suatu fenomena fokus untuk melihat hal-hal yang ada 

dalam keseharian masyarakat dapat dalam bentuk kisah-kisah, 

tema pembicaraan, umpatan, serta pujian dan perilaku yang 

lainnya sehingga resistensi menjadi gayung bersambut dalam 

keilmuan sosial.

Dalam banyak hal studi (Abu-Lughod,1990) turut mem-
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pengaruhi saya dalam melihat bentuk-bentuk resistensi yang 

berhubungan langsung dengan analisis Jender. Abu-Lughod 

meneliti perlawanan perempuan-perempuan Beoduin-di gurun 

Mesir Barat. Ia mendeskripsikan bagaimana kaum perempuan 

yang sering disisihkan, melakukan perlawanan terhadap struktur 

yang ada dalam masyarakatnya. Abu-lughod memperlihatkan 

bagaimana strategi dan bentuk perlawanan perempuan di da-

lam sebuah struktur budaya yang mengekang hak-hak kaum 

perempuan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perem-

puan-perempuan Beoduin dalam masa transformasi kehidupan 

sosial dan ekonomi, mengungkapkan resistensi dengan cara 

berpuisi, bergosip, nyanyian, sindirin-sindiran, candaan-can-

daan, dan cerita-cerita lain yang dikembangkan.  Arena-arena 

yang dikemukakan Abu-Lughod sangat membantu untuk melihat 

dimana bentuk-bentuk resistensi itu nampak. Tidak selamanya 

dalam bentuk konfrontasi langsung, tetapi terutama dalam 

bentuk-bentuk yang “halus” untuk menghindari konfrontasi 

langsung, yakni dengan berpantun, petatah petitih, keramah 

tamahan dan lain sebagainya. Abu-Lughod mengingatkan un-

tuk mempelajari variasi lokal dan resistensi sebagai strategi dan 

struktur kekuasaan. Bentuk-bentuk resistensi dalam masyarakat 

ini dapat membantu untuk juga mengkritik reduksi dalam teori 

kekuasaan.  

Penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa pe-

rempuan tidak selamanya menerima begitu saja perlakuan 

terhadap dirinya. Ada strategi-strategi resistensi yang dilakukan 
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oleh kaum perempuan yang sangat bergantung pada posisinya 

dalam masyarakat. Walaupun perlawanan itu dalam banyak 

kasus tidak dilakukan secara terbuka atau kasat mata. Realitas ini 

menunjukkan apa yang diakatakan (Burte, 2021) bahwa kaum pe-

rempuan tidak menerima begitu saja konstruksi sosial yang ada.  

1.4.2. Kekuasaan dan Diskursus Subjektifitas Perempuan  

Untuk memahami posisi dan respons perempuan dalam hu-

bungan dengan konstruksi masyarakatnya tidak dapat dipisahkan 

dengan bagaimana kekuasaan bekerja. kontribusi pemikiran Fo-

ucault mengenai bekerjanya kekuasaan, akan sangat membantu. 

Menurut (Foucault,1980) Kekuasaan adalah strategi bukan benda, 

entitas, atau hak milik. Ia melihat kekuasaan sebagai sesuatu itu 

selalu bergerak dan dapat berubah, bergantung kondisi, aliansi, 

dan negosiasi. Foucault menegaskan, “Kekuasaan hendaknya 

dianalisis sebagai sesuatu yang bergerak, sesuatu yang hanya 

dapat memainkan fungsinya dalam sebuah jaringan..bukan 

ditempatkan di sini atau di sana ... tidak hanya seseorang yang 

memutar atau mengendalikan kekuasaan ini diantara mereka 

dalam jaringan itu, dikarenakan mereka semua selalu berada 

dalam posisi mereka yang secara serentak menjalankannya.  

Individu-individu yang ada  menjalankan fungsi sebagai roda-

roda kekuasaan, bukan hanya menjadi titik-titik aplikasinya.  

Selanjutnya Foucault menguraikan, kondisi ini terjadi karena 

“the site of power is now empty and potentially able to be filled 

by anybody”. karenanya kekuasaan tidak dapat dilokalisasi atau 
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dipusatkan. Kekuasaan itu sifatnya sangat luas menyebar, ada 

dimana-mana (omnipresent); tidak mencakup semua, melainkan 

datang dari mana-mana (Haryatmoko, 2002). Kekuasaan tersebar 

melalui jaringan interaksi sosial yang terformulasi dalam ruang 

publik. Kuasa tak kelihatan, tetapi membentuk sebuah hubungan 

yang berkontribusi memberi  bentuk, arah dan intensitas kecen-

derungan. Di mana ada terdapat susunan, sistem-sistem regulasi, 

aturan-aturan, dan di mana saja ada individu yang mempunyai 

relasi tertentu satu sama lain, maka di situ kekuasaan sedang 

bekerja. Dengan kata lain kuasa tidaklah berasal dari luar tetapi 

menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam (Eriyan-

to, 2001). sederhananyaya dapat disimpulkan bahwa kuasa tidak 

dimiliki atau dipegang tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang 

lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berhu-

bungan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran.  

Dalam menganalisis bagaimana kekuasaan bekerja (Fouca-

ult, 1980)   menyatakan bahwa, “semestinya analisis… diarahkan 

pada hakikat kekuasaan (the nature of power), yaitu pada domina-

si dan operator-operator material kekuasaan, pada bentuk-ben-

tuk represi, pergeseran dan pengfungsian sistem lokalnya, dan 

pada aparat-aparat strategis. Kita hendaknya membebaskan diri 

dari area yuridis dan Lembaga-lembaga negara yang terbatas, 

dan sebaliknya, mendasarkan analisis kekuasaan pada kajian 

mengenai teknik dan strategi mendominasi”

Foucault khususnya tertarik pada wacana yang berusaha 

merasionalkan atau mensistematiskan dirinya terkait dengan 







































121Agusthina Christina Kakiay

Penutup
5

S
ebagai catatan akhir dari buku ini ada beberapa catatan 

kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Pertama, strategi reisitensi perempuan Selaru san-

gat bervariatif dan sering bahkan tidak diduga. Resistensi ber-

langsung dalam ruang domistik, kepatuhan yang pura-pura, 

bergosip, mengembangkan lelucon sambil menghibur diri, 

sampai resistensi yang semi terbuka seperti berselingkuh dan 

menggugat cerai suami.

Kedua, resistensi perempuan Selaru yang sebagian be-

sar mengambil bentuk yang agak tersamar atau ”halus” dapat 

membantu untuk mengkritik reduksi dalam teori kekuasaan 

yang cenderung melihat hubungan kekuasaan yang ada dalam 

masyarakat sebagai relasi yang asimetris mutlak antara pihak 

yang memiliki akses untuk melakukan kontrol (prinsipal) den-

gan pihak yang tertindas atau berada pada posisi subordinat 

(subaltern). Memang dalam konstruksi masyarakat Selaru yang 
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patriakhi yang termanifestasi dalam relasi jender yang asimetris 

menyebabkan nasib perempuan cukup sangat ditentukan oleh 

laki-laki, baik itu suaminya atau laki-laki yang berperkara den-

gannya, maupun kerabat lelakinya yang menjadi wakilnya dalam 

proses peradilan tersebut. Tetapi dengan menelusuri kenyataan 

resistensi ”tersamar” perempuan Selaru, maka sesungguhnya 

resistensi yang mereka lakukan, mesti dilihat sebagai bentuk 

perimbangan dalam relasi kekuasaan, yang menunjukkan per-

empuan Selaru sebagai subjek, tidak sepenuhnya dapat dikontrol 

atau dikendalikan dalam relasi kekuasaan. 

Ketiga, bentuk resistensi yang dipilih oleh perempuan-per-

empuan Selaru sebagaimana saya kisahkan memperlihatkan 

bahwa mereka dengan cerdas mempertimbangkan posisi mereka 

dalam keluarga, maupun keluarganya dalam masyarakatnya. 

Termasuk memanfaatkan beroperasinya pluralisme hukum di 

dalam masyarakat. Mereka juga dengan cerdas memanfaatkan 

posisi perempuan Selaru yang paradoks sebagai subjek yang 

dihargai tetapi sekaligus lemah dalam relasi kuasa. Karenanya 

mereka membuat pilihan, mana yang lebih menguntungkan 

baginya, sekapun kadang dipahami dan dilihat oleh orang lain 

sebagai ”kekonyolan”, tetapi sebaliknya justru memelihara 

martabat mereka dan kepuasaan psikologis, karena hanya itu 

piliha yang tersedia dan mungkin bagi mereka.

 Keempat, lemahnya kontrol perempuan atas harta atau 

pendapatannya dan ‘nasib perkawinannya’  berhubungan 

langsung dengan sistem kekerabatan dalam jalinan perkawinan, 



123Agusthina Christina Kakiay

kerja, dan harta milik. Temuan dalam penelitian ini mempertegas 

apa yang dikemukakan Whitehead sebagaimana dikutip oleh 

(Moore, 1988) bahwa  dalam hal hubungan produksi dan pertu-

karan, kemampuan perempuan untuk bertindak sebagai pribadi 

terhadap harta milik dan/atau terhadap aspek-aspek orang yang 

dapat diperlakukan sebagai harta milik (misalnya hak atas orang 

lain) selalu lebih rendah daripada kemampuan laki laki. 

Kelima, Posisi marjinalitas Selaru, baik secara lokal terha-

dap Tanimbar, dan posisi periferi dalam kancah pemerintahan 

nasional telah turut berkontribusi terhadap terpeliharanya sub-

ordinasi perempuan Selaru, atau relasi jender yang timpang. Era 

dimana keadilan jender menjadi jiwa dalam berbagai program 

bahkan aturan negara seperti UU, dll masih dilihat sebagai mer-

upakan proses yang memancar dari ”pusat-pusat contoh” yang 

katanya akan terus meluas ke periferi  yang masih belum begitu 

kuat tersentuh arus perjuangan kesetaraan jender. Kondisi ini 

menyebabkan kemampuan perempuan untuk memilih alternatif 

resistensi cukup terbatas. 



124 Resistensi Perempuan Selaru



125Agusthina Christina Kakiay

Angkat Muka : adalah upaya untuk memulihkan harga diri atau 

kehormatan dan kedudukan seseorang yang men-

jadi korban. Umumnya karena dikhianati dalam 

pernikahan seperti pasangannya selingkuh, atau 

perempuan yang dilecehkan. Angkat muka atau 

“menutupi rasa malu” ini biasanya ditetapkan den-

gan denda yang harus dibayarkan. 

Duan : berasal dari kata nduan atau nduin dalam Bahasa Yam-

dena yang berarti “tuan” atau pemilik. Hal ini ber-

kaitan dengan pemahaman masyarakat Tanimbar 

bahwa duan adalah asal pemberi hidup (perem-

puan) sebagai lambang kehidupan dan kesuburan. 

Hal ini berhubungan dengan darah dari pihak ibu. 

Termasuk dalam kategori ini yakni saudara laki-laki 

kandung, saudara laki-laki dari ibu, saudara laki-laki 

nenek dari pihak ibu dan seterusnya. Dalam struktur 

Glosarium
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masyarakat Tanimbar, duan memiliki posisi yang 

tinggi, sering diselaraskan dengan istilah “tuan” 

dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak persis sama. 

Harta Buang : adalah  harta atau denda adat yang harus dibayar 

oleh pihak yang melakukan kesalahan dalam per-

kawinan kepada istri atu suaminya  yang kemudian 

berdampak pada perceraian. Dalam praktiknya leb-

ih memandang wanita sebagai korban. Karenanya 

harta buang juga berarti denda yang harus dibayar 

kepada pihak wanita yang mengalami pelecehan 

seperti : diperkosa, dihina, dijadikan kekasih se-

mentara tetapi kemudian tidak dinikahi.

Harta pakai : Harta yang harus dibayarkan kepada perempuan 

oleh pihak laki-laki sebagai penghargaan karena 

telah melakukan hubungan seksual dengan per-

empuan tersebut

Kalkal : atau sering juga disebut galgal adalah istilah dalam ba-

hasa Selaru yang menunjuk pada acara adat yang 

berhubungan dengan sukacita seperti adat orang 

kawin, bangun rumah, tutup rumah, syukuran ma-

suk rumah, baptisan, sidi baru, meresmikan motor 

laut,dll dan juga acara duka saat orang mati. Dimana 

pada saat Kalkal ini pihak duan dan pihak Lolat 

membawa benda-benda yang merupakan tanggung 

jawab mereka. Di masa sekarang tanggung jawab 

tersebut bisa dalam bentuk uang.
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Latupati sebutan untuk Lembaga adat di Maluku yang merupakan 

perkumpulan raja-raja (kepala pemerintahan desa). 

Lembaga Latupati ini ada pada tingkat kecamatan, 

kabupaten maupun propinsi Maluku

Limditi : Perempuan terhormat, yang merujuk pada posisi per-

empuan sebagai “yang sangat dihargai, atau perem-

puan bangsawan dan juga merujuk pada permpuan 

yang agung sebagai simbol pembawa perdamaian.

Lolat : adalah jajaran penerima perempuan. Dalam kategori ini 

mencakup laki-laki penerima perempuan sampai 

ke beberapa generasi seterusnya. Dalam hubun-

gan dengan perkawinan Lolat bertanggung jawab 

membayar harta kepada duan. Sedangkan dalam 

acara-acara adat Lolat membawa twak (sopi), ikan 

dan daging terutama daging Babi. Dalam kosmologi 

masyarakat Tanimbar duan dilihat sebagai tanah 

tempat tumbuh-tumbuhan hidup, sedang lolat 

adalah hujan yang menyuburkan tanah. Sehingga 

duan dan lolat selalu dilihat sebagai saling meleng-

kapi dan menghidupkan

Mata rumah : Rumpun keluarga yang berasal dari satu leluhur 

yang sama. Di Maluku biasanya juga dikenal dengan 

istilah fam (berasal dari kata family)

Resistensi : sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang sebagai bentuk perlawa-

nan terhadap hal-hal yang tidak disetujui atau ti-
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dak dapat diterima yang dilakukan oleh seseorang, 

kelompok, institusi atau kebijakan tertentu yang 

dinilai merugikannya

Suan/soa : bentuk pengelompokan masyarakat adat dalam ikatan 

genealogis, mencakup beberapa mata rumah atau 

garis keturunan dan mendiami sebuah wilayah 

secara Bersama (ikatan territorial sosio-genealogis)

Tnyafar adalah “rumah kebun” dalam bentuk rumah sementara 

yang dibangun di ladang (untuk berkebun) atau di 

pesisir pantai (untuk kebutuhan melaut dan bu-

didaya rumput laut). Biasanya dibangun secara 

berkelompok berdasarkan wilayah milik marga 

atau soa. Masyarakat Selaru biasanya berakti�tas 

di tnyafar sampai berhari-hari.

Ubila’a (leluhur agung) yang didalamnya terkadung unsur per-

empuan dan laki-laki
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